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ABSTRAK - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang, Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota menjadi
tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 68 Tahun
2018, PERBAWASLU No. 1 Tahun 2021, dan PERBAWASLU No. 3 Tahun 2022
sebagaimana telah diubah dengan PERBAWASLU No. 18 Tahun 2023.

- Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan
Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 ini yaitu peraturan ini akan menjadi dasar
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, uraian lingkup pelaksanaan
pengawasan jajaran pengawas Pemilihan, mekanisme pengawasan, termasuk
format Formulir Model A untuk Pemilihan.

- Peraturan Bawaslu ini mencabut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur



Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah
Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, Papua, dan Papua Barat.

CATATAN : - Peraturan Bawaslu ini ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2024.

- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 15

Agustus 2024.



